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BAB

PROLOG, KONTRADIKSI
PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG TERHADAP
PRAKTEK NIKAH SIRI

A. Menelisik Latar Belakang Kontrakdiksi

Pembicaraan terkait perkawinan siri hingga saat ini masih
hangat dibahas. Dari pembicaraan level awam, artis, akademisi,
hingga para kyai terus menjadi sentral pembahasan. Kontroversi
boleh tidaknya selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah
selesai. Secara definisi, jenis perkawinan siri ini selalu dikaitkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dikarenakan istilah ini muncul sejak lahirnya UU ini.
Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan
aturan agama, sehingga dalam kaitannya dengan Islam
perkawainan siri ini adalah perkawinan yang telah terpenuhi
syarat dan rukunnya menurut syariat Islam, namun tidak
dicatatkan di KUA. Sementara bagi non muslim, maka
perkawinan yang sesuai dengan aturan agama mereka namun
tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Sebagian
menyamakan bahwa perkawinan jenis ini sama dengan
perkawinan di bawah tangan.!

Di satu sisi, UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan pada pasal
2 angka 2 menuntut setiap perkawinan harus dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sehingga
perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perwakinan yang

1Supriyadi, “Perkawinan Siri Dalam Perspekti Hukum Di
Indonesia,” YUDISIA 8, no. 1 (2017); Rasyid Lutfiyah, Zeni. Rianto,
Agus. Ridlo, “Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum
Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap
Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat,” Metrologia 53 (2015): 1-116.

1



BAB

A.

TEORITIK MAQASID
SHARI’AH &
HARMONISASI
HUKUM

Magqasid Shari’ah

Agama Islam sebagai agama samawi yang terakhir turun
untuk manusia, melengkapi syariat-syariat yang datang
sebelumnya. Syariat Islam datang tentu bukan tanpa magsad,
bahkan juga bukan tanpa hikmah. Syariat Islam datang dengan
maksud mulia dan luhur untuk manusia, sebagai mukalaf. Maka
dalam syariat Islam ini terdapat seperangkat hikmah, tujuan.
Magasid yang mengiringi kewajiban atau aturan dalam syariat
tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Shatibi:
“Sesungguhnya al-Shari” (pembuat hukum, yaitu Allah)
menetapkan hukum bertujujan untuk kemaslahatan manusia
bagi kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan
antara keduanya.?! Senada dengan Amidi, ia menyebutkan
bahwa: “Semua imam figh bersepakat bahwa hukum-hukum
Allah tidak lepas dari hikmah dan tujuan/magsad.”??

Hukum Islam yang bersumber dari syariat Islam: al-
Quran dan Sunnah Nabi. Kedua sumber ini diyakini kaum
muslim dengan jumlah terbatas. Sementara problematika
kehidupan membutuhkan kepastian hukum terus bertambah
dan berkembang seiring dengan perkembangan dalam
kehidupan. Dari sini diperlukan upaya untuk menemukan
kepastian hukum dalam sebuah upaya ijtihad hukum, mencari

13
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21 Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafagat fi Usiil al-Shari’ah, jilid 2, 9
22 Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafagat fi Usiil al-Shari’ah, jilid 2, 12-



BAB
PENCATATAN

PERKAWINAN DI
INDONESIA

A. Pencatatan Perkawinan di Buku Perkawinan (Akta Nikah) dan
Isbat Nikah

1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam
Pembahasan tentang pencatatan perkawinan dalam

kitab-kitab klasik konvensional tidak ditemukan. Namun
yang ada adalah pembahasan tentang keberadaan saksi
perkawinan dan i’lan al- nikah (pengumaman perkawinan).
Dari pembahasan mereka diketahui bahwa konsep
perkawinan tanpa saksi merupakan definisi dari nikah siri
pada eralampau. Hal ini seperti yang ada dalam pembahasan
pada kitab al-Mudawwanah karya Sahnun dari Mazhab
Maliki, dan yang menjadi pendapat Mazhab Maliki adalah
bahwa saksi bukan menjadi rukun, namun perkawinan harus
diumumkan atau apa yang disebut dengan i’lan al- nikah.
Tersebutkan dalam kitab al Mudawwanah bahwa Imam Malik
membedakan antara perkawinan siri dan perkawinan yang
tidak disertai dengan bukti. Nikah siri adalah nikah yang
secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat
dalam perkawinan tersebut. Dan perkawinan jenis ini
hukumnya tidak sah, sebaliknya hukum perkawinan yang
tidak ada bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai
adalah sah.1’0 Dari penjelasan di atas secara jelas bahwa
unsur pengumuman, menurut Mazhab Maliki menjadi

110 Khairuddin Nasution, Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi
Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di
Indonesia Dan Malaysia (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), 139-143.
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BAB DIALEKTIK DISHARMONI
PENCATATAN
PERNIKAHAN SIRI
DALAM KARTU
KELUARGA

A. Kaca Mata Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan
pada Buku Nikah dan Kartu Keluarga

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam telah
jelas: sighat (ijab gabul), mempelai, wali perempuan dan saksi.
Karena perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum
dengan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, namun
bila terdapat sebagian rukun dan syarat yang tidak terpenuhi
maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sah. Begitu juga
dalam hal perkawinan, Islam memandang sahnya perkawinan
haruslah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Dari sini diketahui bahwa pencatatan perkawinan tidak
masuk dalam bagian rukun ataupun syarat, namun sebagai
kewajiban administrasi. Bila ini tidak dilakukan maka terdapat
banyak dampak. Di antara dampak yang muncul adalah:
kedudukan istri dianggap tidak sah secara administrasi, istri
tidak dapat menuntut hak nafkah kepada suami, jika suami
lalai/enggan dalam memberikan nafkah, istri tidak dapat
menuntut warta warisan suami, jika suami meninggal atau
sebaliknya, istri tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi
perceraian, pernikahan yang tidak dicatat dapat dianggap
sebagai kumpul kebo di masyarakat, perlindungan dan kasih
sayang terhadap anak rentan ditinggalkan, suami atau istri
dapat leluasa untuk melakukan perkawinan lagi, dan beberapa

81



BAB

EPILOG, MENERIMA DAN
MENSIKAPI DISHARMONI
PENCATATAN
PERKAWINAN SIRI

Menilik pada uraian sebelumnya, ada dua benang merah
yang patut dicermati. Pertama, Pencatatan Perkawinan di Indonesia
pada akta perkawinan dan KK memenuhi dan selaras dengan
konsep magqasid shari’ah. Pencatatan perkawinan perspektif sadd
dhari’ah menghindarkan pasangan dari ketidakjelasan kedudukan
dalam kebutuhan administrasi hukum kenegaraan. Juga dalam
perspektif giyas, akad perkawinan memiliki martabat lebih tinggi
ketimbang akad utang piutang yang diperintahkan al-Qur’an untuk
dicatatkan. Sehingga pencatatan terhadap akad perkawinan juga
selayaknya dan sepatutnya dicatatkan dengan jelas. Dalam
pertimbangan maslahah mursalah, pencatatan perkawinan diduga
kuat dan terbukti memberikan kemaslahatan bagi kedua belah
pihak (suami dan isteri) dan semua orang yang bersinggunan
terhadap akad perkawinan.

Kedua, Pencatatan perkawinan di Indonesia tampak
kontradiktif =~ dan  disharmoni  dengan  diberlakukannya
pencantuman ‘perkawinan belum tercatat’ di KK bagi pasangan
nikah siri. Disharmoni terjadi antara Peraturan Pencatatan
Perkawinan dengan Peraturan Pencatatan  Administrasi
Kependudukan. Peraturan Pencatatan Perkawinan tidak memberi
peluang sedikit pun untuk mengakui nikah siri. Sementara
Peraturan Pencatatan Administrasi Kependudukan memberi
peluang pengakuan dengan mencatatnya di KK dengan
persyaratan utama membuat SPTJM telah menikah sesuai
ketentuan syariat agama Islam. Namun demikian, Peraturan
Pencatatan Administrasi Kependudukan menjadikan pencatatan
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